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1.1 Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang telah diatur dalam
konstitusi Indonesia. Tidak hanya sebagai hak sehat saja, kesehatan menjadi
kewajiban suatu negara karena kesehatan juga dianggap sebagai investasi penting

bagi suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

dari badan, jiwa, d "._ MemUngKINkan-Saiie ang hidup produktif
secara sosial dan ek
Kesehatan me ya kesehatan fisik.

World Health Organization (WH@) mé ehaan sebagai health as a
1

state of complete physical, mental afd ' ll-being Jand not morely the

obsence of disea irmity’. Atas m‘ an tersebut, dapat
disimpulkan bah F"" [iwa ; yang tidak dapat
terpisahkan dari kesehatg __ﬁl(;ujudnya kualitas hidup
manusia yang utuh. Kesehatan jiwa “atau” kesehatan mental menjadi salah satu
yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

Dalam upaya mewujudkan kualitas hidup manusia yang utuh sebagaimana
yang diamanatkan oleh konstitusi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan

di bidang kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa. Pada pasal 3 disebutkan bahwa ini bertujuan untuk menjamin

'Dumilah Ayuningtyas dkk, Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan
Strategi Penanggulangannya, Jurnal llmu Kesehatan Masyarakat edisi Maret 9(1):1-9, Universitas
Indonesia, Depok, 2018



setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, sehat, bebas dari tekanan
dan gangguan orang lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa sehingga dapat
mengembangkan potensi dirinya. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk
memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang
dengan masalah kejiwaan/orang dengan gangguan jiwa berdasarkan hak asasi
manusia. Pernyataan ini secara umum juga sesuai dengan visi dan misi Presiden

Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang selanjutnya dituangkan dalam 9

agenda prioritas yang dikenal dengan AWA CITA point 5 berbunyi

“meningkatkan kudlii hratt anu51a fidonesty’

enterian Kesehatan

mempunyai peran |da berkontrib o apainya hal tersebut. Hal ini

tertuang dalam dokdmen Re ermenterian Kesehatan

.

2015-2019 dalam Fputusan ente > ik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKE$/52/2015.

Selanjutnya' ) al 5 Undang:& 8 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa d|§eb Ftan 4iwva 'dilaksanakan secara

——

terintegrasi, komprehe}g»s_‘ Sing ﬁ'ﬂn-",‘ gﬁiang siklus kehidupan

manusia. Upaya kesehatan jiwa‘{ida\tk ﬁéhya ditentukan oleh pemerintah saja
namun keluarga juga memiliki peran yang penting didalamnya. Keluarga
merupakan tempat utama bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya. Keluarga memiliki peranan penting dalam mengenali dan menemukan
masalah keluarga yang berkaitan dengan gangguan kesehatan jiwa.

Orang dengan gangguan kesehatan jiwa juga disebut Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ). ODGJ adalah orang yang mengalami masalah dalam



pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan
gejala dan perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan
penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia®>. ODGJ
dapat ditandai dengan beberapa hal diantaranya terganggunya kemampuan
menilai realitas yang buruk, halusinasi, ilusi, gangguan proses pikir, kemampuan
berfikir serta tingkahlaku aneh sehingga mempengaruhi emosi, pikiran serta
gerak, bahkan penderita mengalami kesulitan dalam berfikir jernih dan

berkomunikasi dengan orang lain._Sedangkan dampak bagi keluarga penderita

gangguan ialah kel gkungan masyarakat
ataupun dari keluarg

Pada Tahun rang yang mengalami
depresi, 60 juta orar ng dengan skizofrenia,

dan 47,5 juta orangd € sia berdasarkan data

Riset Kesehatan Da fla gangguan jiwa di

Indonesia, seperti Tabel 1.1 berikut\:} ¥

?Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

3Mulia Astuti,Kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasung, Keluarga dan Masyarakat
Lingkungannya di Kabupaten 50 Kota, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial R, Jakarta Timur, 2017, him. 257

* Profil Kesehatan Indonesia 2018



Tabel 1.1
Prevalensi Rumah Tangga Yang Memiliki Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia

No Provinsi 2013/mil 2018/mil
1 | Bali 2,3 11
2 | D.l Yogyakarta 3 10
3 | NTB 2,3 10
4 | Aceh 3 9
5 | Jawa Tengah 2,3 9
6 | Sulawesi Selatan 3 9
7 Sumatera Barat 2,3 9
8 Kalimantan Barat 1,2 8
9 | Sulawesi Barat 1,3 8
10 | Sulawesi Tengah 2,3 8
11 | Sumatera Selatan ,__-———-,_\’L.L 8
12 | Bangka Beh ] 1AN 1¢l 7
13 | DKI Jakg - ; 7
14 | Goronta 1,7 7
15 | Jambi ’ g 7
16 | Kaliman tara 7
17 | Papua Ba 7
18 | Sulawes| Utara 7
19 | Banten | = 6
20 | Jawa timu 6
21 | Lampun P 6
22 | Riau 6
23 | Sulawes E 6
24 | Sumater; 6
25 | Bengkulu™® f| 5
26 | Jawa Barat. “A) 5

27 | Kalimantan — I G 5

28 Kallmantaﬁw/mmw o 5

29 | Maluku UWWW% 5

30 | Papua o | o 5

31 | Kalimantan Tengah s 4

32 | Maluku 2,3 4

33 | NTT 2 4

34 | Kepulauan Riau 1,3 3

Indonesia 1,7 7

Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2018

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan gangguan kejiwaan
untuk seluruh wilayah di Indonesia, tercatat jumlah peningkatan dari 1,7 menjadi
7 per mil rumah tangga. Artinya per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga

yang memiliki ODGJ. Sehingga pada saat ini diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ



berat®. Gangguan jiwa yang sering ditemui antara lain gangguan cemas, gangguan
depresi dan gangguan jiwa berat (psikosis/skizofrenia).

Gangguan jiwa merupakan salah satu dari empat masalah kesehatan utama
di negara-negara maju maupun berkembang, modern dan industri. Keempat
masalah kesehatan utama adalah penyakit degeneratif, kanker, gangguan jiwa dan
kecelakaan®. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 1)

Faktor biologis seperti faktor keturunan, ketidakseimbangan zat diotak akibat

cedera otak, penyakit pada otak dan_penyalahgunaan narkoba, kecelakaan

NIVERSITAS ANDAL 4

dikepala, dan sebagdinyai2)-+aktor-psikolog Id@k bisa menyesuaikan

diri dengan perubahz n ng terjadigfiPlNOkIiBan. kepribadian kurang matang,

‘ 1 E \

trauma psikologis masa lalu, I A1‘1"s Y ginan| yang tidak tercapai
i |

sehingga menimbulkan frustasi¥élan ’ eperti masalah hubungan

| r

lah e

’/4 dari keluarga dan
) A | )
i

K.:_l).l.\.l.\‘\‘_

Dengan terjad;iip_ ang  signifikanJer

dalam keluarga, Ka flik dengan. oran nomi, pekerjaan dan

‘ u |
"'

lingkungan, hingga k { y T Pasea-nen

)

tekanan dari ling

.
g

_it ODGJ serta belum

o

optimalnya pelayanan kesehatan invE fne\rii'r‘hﬂt')ulkan dampak dan memungkinkan
terjadinya pemasungan terhadap ODGJ ditengah-tengah masyarakat. Beberapa
penelitian menunjukan bahwa alasan utama tindakan pemasungan pada lebih dari
90% kasus yaitu adanya perilaku kekerasan atau kondisi gaduh gelisah yang

mengakibatkan keluarga dan masyarakat terancam, dan sebaliknya penyandang

® Ibid.

®Lutviana Khoiril Umah, Peran Puskesmas Pembantu Kesehatan Jiwa dalam Penanganan
Gangguan Jiwa di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Skripsi Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, him. 1

"Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018, op.cit.



disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa juga terancam menjadi kekerasan
dari lingkungan®. Berikut data kejadian pemasungan yang terjadi pada setiap

provinsi di Indonesia :

Tabel 1.2
Data Kasus Pasung 2018

No Provinsi Jumlah Kasus Pasung
1 Aceh 90
2 Sumutera Utara 427
3 Sumatera Barat 134
4 Riau 40
5 Jambi 64
6 Sumatera Selatan 33
7 Benqkumclnc ANDAT s 39
8 d:)n [AADLERLEL R LY Y 5
9 la ¥y
10
11 -
12 1
13 a Tenga 10
14 |IDI Yogyaka 32
15 [ bawa Timur 754
16 nten 24
17 i
18 sa Tenggara/Barat il
19 |} imun
20 |} arat
21 [Kan A
22 |(Kali )
23 aliny /
24 Kalpw thed At AN A
25 | SulawdsiNtara—— Y /o oA
26 | Sulawesi Tengah™ {7 AN )5 202
27 Sulawesi Selatan 5
28 Sulawesi Tenggara 38
29 Gorontalo 616
30 Sulawesi Barat 117
31 Maluku 17
32 Maluku Utara 18
33 Papua Barat -
34 Papua 3

Jumlah 4458

Sumber : Profil Kesehtan Indonesia 2018

®peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan
Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental



Berdasarkan Tabel 1.2 diatas terlihat bahwa jumlah kasus pemasungan di
Indonesia masih tergolong tinggi. Bahkan berdasarkan data Riskesdas terlihat
bawah adanya peningkatan kasus pemasungan. Hal ini terbukti Riskesdas Tahun
2013 ODGJ berat yang pernah dipasung sebanyak 1.655 rumah tangga, sedangkan
hingga pada Tahun 2018 ODGJ yang pernah dipasung meningkat menjadi 4.458
rumah tangga. Dengan semakin bertambahnya kasus pemasungan ini akan

berdampak pada penurunan produktivitas manusia.

Untuk mengatasi pemasungan._di

NIVERSITAS AN

Kementerian Kesehallan "Merge <

Indonesia, pemerintah melalui

H. g

0" sefldligus menjadi acuan

dan pedoman dalgi enyelen .r-\:-. 2 ggulangan | pemasungan yaitu

4 vRh
Peraturan Menteri Kesehatan T ah 1‘1"! 1Y tentang Penanggulangan
i |

7

Pemasungan pada rang Dengah Gt ebijakan ini lahir karena

| r

kurangnya pemaham N serta pengetahdia keldarga ataupun dari masyarakat

terhadap gangguan' 8_masih ’-’-_/ esehatan jiwa yang
terjangkau dan dap‘at o y ses. Setamlinya .WT-,,‘:: «Q Peraturan Menteri
l % |- l) JAJ \ A

Kesehatan Nomor 54<I "‘";;r’o : -"«:

_'_tékan tersebut bertujuan
untuk 1) Menjamin pelayanan kéééhaté‘rimb'agji ODGJ berdasarkan hak asasi
manusia, 2) Menjamin ODGJ mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan
menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan terhadap
pemasungan dan terkanan akibat pemasungan, dan 3) Memberikan acuan bagi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya

untuk  menghapuskan pemasungan pada ODGJ. Pada pelaksanaan

penanggulangan pemasungan pada ODGJ ini dilakukan melalui pendekatan



keluarga karena keluarga memiliki peranan penting dalam pencegahan
pemasungan. Penyelenggaraan penanggulangan pemasungan bermula dari upaya
pencegahan, upaya penanganan hingga upaya rehabilitasi bagi Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam rangka penghapusan pemasungan.

Selanjutnya dalam mengatasi pemasungan tersebut juga diperkuat dengan
dikeluarkannya kebijakan oleh Kementerian Sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan

Pemasungan bagi Penyandang Dis bilitas Me ntal Pada pasal 1 dalam Peraturan

Menteri Sosial Non( Eaht : alpedoman pencegahan
dan penanganan pema gan bagi ANelehiBNeisabilitas mental dimaksudkan
sebagai acuan bagi kémenteria L '1*i aeral provinsi, pemerintah

i |
daerah kabupaten/kéta, dan masy@raka fkan pelaksanaan Gerakan

Stop Pemasungan bagi

kebijakan ini dihen masungan terhadap
penyandang disabiléﬁs mental/orangueRgan-ge W

l\”)l\l\\\

Meskipun tela& i7e w..

Penyandang Disa ehtal. Sehingga dengan adanya

iy xyang mengatur terkait
pentingnya upaya kesehatan jiwal, \r{airhuﬁ"'p‘éda kenyataannya masih ditemuinya
praktek pemasungan ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya di Provinsi
Sumatera Barat, yang mana berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa Provinsi
Sumatera Barat merupakan provinsi ketiga terbanyak terjadinya kasus
pemasungan di Pulau Sumatera setelah Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera
Utara. Dikutip dari Harian Haluan 08 Oktober 2017 dijelaskan bahwa Sumatera

Barat masih dikategorikan darurat pemasungan sebagai berikut :



“Pemasungan kerap dilakukan terhadap
gangguan jiwa yang berat, yang mestinya kondisi pasien seperti
itu harus ditangani di Rumah Sakit Jiwa.” (Kutipan wawancara dr.
Lili Grace Diani, M.Kes, Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB
Saanin Padang pada Harian Haluan)®

seseorang dengan

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemasungan

pada ODGJ di Provinsi Sumatera Barat masih dilakukan dengan berbagai alasan,

sehingga membuat ODGJ kehilangan haknya sebagai manusia. Pernyataan ini

semakin diperkuat dengan wawancara pada media Harian Haluan sebagai berikut :

“Kasus pemasungan ODGJ masih tinggi masih banyak korban

pemasungan_hing

Gafar, Kep
Hanluan)10

A

Berdasarkan| hal tersebut, 4

dengan melibatkan
pemasungan yang

Riskesdas Provinsi

Barat memiliki 1,9 pe

gangguan jiwa per Iéb .-.)-

Pemerinta

l - - - -
terjadi di Proving

1 matera Barat .’
ag deno o

JAJA A
Y

l\""
/

S

Harian Haluan, 2017, 08 Oktober
https://issuu.com/haluan/docs/hIin/081017

% 1bid.

ot RULIES AR

“Sumbar

\

n\\

Darurat

' ncara Bapak Abdul

it pada Harian

i|Pemerintah Provinsi
gera mengatasi kasus
Bardasarkan data dari

Kan bahwa Sumatera

rikut data prelevansi

(s"x

Pasung”, diakses dari



Tabel 1.3

Prelevansi Gangguan Jiwa Berat Menurut Kabupaten Kota Provinsi

Sumatera Barat

Gangguan Jiwa Berat

No Kabupaten/Kota (Psikosis/Skizofrenia)per mil

1 | Kepulauan Mentawai 0,0

2 | Pesisir Selatan 1,9

3 | Solok 19

4 | Sijunjung 0,0

5 | Tanah Datar 2,0

6 | Padang Pariaman 4,0

7 Agam 2,7

8 | Lima Puluh Kota 3,4

9 | Pasaman 1,9

10 | Solok Selatan 13

11 | Dharmasraya —— 0,3

12 | Pasaman \

13 | Kota Pada —

14 | Kota Solo

15 | Kota Sawd

16 | Kota Padah

17 | Kota Buki

18 | Kota Paya 4,

19 | Kota Parig 1,

Sumber : Riset Kesehatan Dasar BEovin 3
Dari Tabel dapat dilihat palihg banyak terdapat di Kota
Payakumbuh, Kab Pa Lima Puluh Kota.
Meskipun Kabupat{ap, abupaten/kota yang
e i DAAIA o

memiliki ODGJ pallng\[»;nk DK s dengan penanganan

kesehatan jiwa di daerahnya. Hal ini-ferblkti dengan adanya kebijakan terkait

penanganan kasus pemasungan pada ODGJ sebagai tindaklanjut aturan yang telah

dikeluarkan sebelumnya, kebijakan tersebut berupa Peraturan Bupati Lima Puluh

Kota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pasung pada Orang Dengan

Gangguan Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu di Kabupaten Lima

Puluh Kota juga terdapat Unit Infotmasi dan Layanan Sosial dalam rangka

memberdayakan ODGJ tersebut yang mana dikenal dengan UILS Rumah Idaman.



Salah satu daerah yang mempunyai komitmen dalam upaya
penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa adalah
Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu
daerah yang memiliki kebijakan tentang penanggulangan pemasungan terhadap
orang dengan gangguan jiwa dan juga menjadi daerah di Provinsi Sumatera Barat
yang mencanangkan gerakan bebas pemasungan terhadap orang dengan gangguan

jiwa. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Bupati Lima Puluh Kota yakni

“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang Mantap
NIVE

Berlandaskan Iman agwa-=SEPErti Kutipa | ut:

“Sesuai visi| @a misi kita bipatc 3 ima Kota sudah
harus bebas |pémasunga ihak (U8, peduli dengan para

i ~a . . o
penyandang |gangguan s ‘1‘ 3 Hitis da tidak ingin
mendengar |lagi ada . Wb dilva di daerah ini

dipasung, dikurung atafijun i putan | Irfendi Arbi
dalam sosialisasi kesehatan jivie Selaker8tpati Lima Puluh Kota,
dikutip dari Valoranews)"! :

Berdasarkan dratas te dulian dan perhatian

ngan yang terjadi di

JAJ Kh \ = .
(b) -dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 te tang"'Peﬁanggulangan Pemasungan pada
Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengatakan bahwa untuk menjamin ODGJ
mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan
yang sehat, bebas dari ketakutan terhadap pemasungan dan tekanan akibat
pemasungan. Dengan keinginan mewujudkan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

bebas dari pasung maka harus dilakukan sinergi antar stakholders terkait.

1Al Mangindo Kayo, 2018, 01 Maret, “Irfendi Targetkan Limapuluh Kota Bebas Pasung 2018
diakses dari http://www.valora.co.id/m/?mod=berita&id=9840



Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2017 Kabupaten Lima Puluh Kota
mengeluarkan kebijakan khusus berupa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor
39 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pasung pada Orang Dengan Gangguan
Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada pasal 2 point 2 disebutkan bahwa
peraturan ini bertujuan untuk 1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan
mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat,
tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan, dan 2) Menurunkan stigma dan

diskriminasi terkait sikap negatif terhadap ora

g dengan gangguan jiwa.
Meskipun te ‘ gan pemasungan di
Kabupaten Lima R aturan khusus terkait
penanggulangan pema a kenyataannya praktik
pemasungan masih 1.1 bahwa kejadian

pemasungan di Kat at fluaktuatif. Berikut

Kejadian Pemasungan di Kabupaten
Lima Puluh Kota

25

a2
20 \
10 \/ == Jumlah Pasung
8

2016 2017 2018 2019
Sumber : Olahan Peneliti,2019




Dari Grafik 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2016 terjadi pemasungan
sebanyak 23 kejadian, selanjutnya pada tahun 2017 sebanyak 11 kejadian
pemasungan, dan pada tahun 2018 sebanyak 8 kejadian pemasungan, sedangkan
pada tahun 2019 menjadi 14 kejadian kasus pemasungan. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa kejadian pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa di
Kabupaten Lima Puluh Kota masih bersifat fluaktuatif. Hal ini tegambar dengan

terjadinya peningkatan kasus pemasungan kembali pada tahun 2019. Sehingga

hal ini menjadi alasan peneliti_terta ntuk meneliti tentang Implementasi

N\ \ERSIT\S A\DAL\ '

Kebijakan Penangdulangag--Pasungpada Orang--Defgall | Gangguan Jiwa di

Kabupaten Lima Pdl Kota. Selaia mx\ Bemasungan fitu merupakan suatu
tindakan yang berteptangan de 4

Kabupaten Uima Puluh K@ta té A emiliki luas wilayah

{
lang mana , Kabupa ima¥ Puluh™Kota terdiri dari 13

g masing kecamatan
.,. .- i berikut :

Inl‘\( \ X
Kaﬁupaten Lima Puluh Kota

yang cukup luas.

Kecamatan. Untuk t8

|
P N —— |

|-|)l\l'\\

(l\,“\ -}H m

Data Kejadian Pemasungan per
Tahun 2017 2019

No Nama Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Kecamatan ODGJ | Pasung | ODGJ | Pasung | ODGJ | Pasung
Kecamatan

1 Bukik Barisan 102 3 105 3 108 3
Kecamatan

2 Gunung Ameh 61 2 67 2 66 3

3 | Kecamatan 113 0 167 0 174 0
Suliki

4 | Kecamatan 147 0 101 0 103 0
Guguak
Kecamatan

5 Mungka 193 0 175 0 184 0
Kecamatan

6 Payakumbuh 149 0 207 1 220 4




Kecamatan
7 Akabiluru 74 0 82 0 84 0
Kecamatan
8 Situjuah Limo 50 0 n 0 n 0
g | Kecamatan 108 3 127 1 127 1
Luak
Kecamatan
10 | Lareh Sago 177 0 167 0 174 0
Halaban
17 | Kecamatan 105 2 111 1 113 1
Harau
Kecamatan
12 | Pangkalan 65 0 105 0 103 0
Koto Baru
Kecamatan
13 Kapur IX 56 1 66 0 65 2
Jumlah 1400 11 1551 8 1592 14
Sumber :Olahan Peneliti Berds Kk, ﬂ? K atan Jiwa Dinas Kesehatan
KabupatefTLIHaE ‘JJN{ -\L\S
Berdasarkan| el 4 terlihat_bahwa dari 1 ] amatan yang ada di

a N\

Kabupaten Lima Puluh Kota, 1| ‘31\ IMbuh merupakan kecamatan
‘ 1 !
dengan kasus pemasungan teffifio¢ 17’ OSecara umum juga dapat
)

disimpulkan bahwa paten Lima Puluh Kota bersifat

ejadian pemasungent BiNKan

fluktuatif dimana p Un pada tahun 2019

terjadi peningkatan \peR(e i g:babkan tujuan dari
NSNS ,
kebijakan menjadi su @i]. 4% G EER an Jini, peneliti mengambil

A\lu\ / Y \"“ >

tiga kecamatan untuk menjadi« fokus\ o ast penelitian yaitu Kecamatan
Payakumbuh yang memiliki kasus terbanyak pemasungan dibandingkan dengan
kecamatan lain, Kecamatan Suliki menjadi daerah yang tidak memiliki kasus
pemasungan terhadap ODGJ dan terdapat UILS sebagai tempat rehabilitasi bagi
pasien ODGJ, dan terakhir Kecamatan Mungka merupakan kecamatan yang
mmiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ketiga kecamatan ini merupakan gambaran representatif upaya penanggulangan

pasung pada ODGJ di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan leading sector
dalam mengimplementasian Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun
2017 tentang Penanggulangan Pasung pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di
Kabupaten Lima Puluh Kota. Dinas Kesehatan melalui Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan pihak yang mempunyai wewenang dan
tanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan pasung

pada orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini dapat

dilihat pada Peraturan Bupati Lima_ Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susuna Aisasi A ! sefta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaté esehatan Masyarakat

: a Puluh K

(Puskesmas) merupakan perpagjano; ela PTD Dinas Kesehatan

dalam mengimplemegntasiannya ‘@i wil3
\

Adapun implementor dalam #kg an ' Penannggulangan pasung di

Kabupaten Lima Pul fyang terlibat, namun

1 tidak han /
‘r\ ,,

harus dilakukan sing o.n\}-oﬁ" dar-KOerdife « sgktor lainnya. Hal ini
\ y }('

\ \ ,—“/ ;‘,T’.' AJ KT\\ 7 .
selaras dengan yang'dika akan-Kepalz ‘Q%: dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular, Kesehataﬁ _J\iWa\dé‘hﬁ.Napza Dinas Kesehatan Kabupaten
Lima Puluh Kota melalui wawancara berikut :

“Dalam kasus pasung ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas
Kesehatan, namun juga ada keterlibatan OPD lainnya seperti Dinas
Sosial, BPJS, Pihak Kepolisian dan lain sebagainya karena kami
dari dinas kesehatan tentu hanya melakukan tugas kami sesuai
kesehatan pula misalnya diagnosa pasien, pemberian obat dll,
sedangkan untuk rehabilitasi itu tidak menjadi kewenangan kami
lagi”(Wawancara bersama Ibuk Afriyanti selaku Kepala Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan
Jiwa dan Napza Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota)



Berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat
diidentifikasi implementor yang terlibat dalam kebijakan penanggulangan pasung
pada ODGJ di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pernyataan tersebut juga merupakan
amanat dalam pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tentang
Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa menjelaskan
bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan pemasungan dilakukan melalui

program dan lintas sektor. Hal ini

koordinasi dan integrasi dengan

membuktikan bahwia drah terhadap regulasi

pusat dalam rangka pglaksanaan pe

Keterlibatan| aktor-aktofSiain m pe

g ‘ 1 ,
pemasungan terlihat ‘dengan ad@flya igus jpenandatangan Nota
1
Kesepahaman antar 'berapa OPD/Insta a tahun 2017, Nota Kesepahaman

[fenggaraan penanggulangan

ini dilakukan ant 3 . Kota Nomor
460/01/Rehsos-111/X) .G }) DinaY Kesenata K ag pafen Lima Puluh Kota

|- l) l A \ A
Nomor 440/1552/D|gl@g, -"' 047 /- as '«., dticar ".dan Pencatatan Sipil

o

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4721]225/DKPS/LK/X/2017, Kepolisian
Resor Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor B/1468/X/2017, Kepolisian Resor
Kota Payakumbuh  Nomor B/978/X/2017/POLRESPYK, dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Payakumbuh Nomor
123/KTR/11-10/2017 pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017. Pada pasal 1 Nota
Kesepahaman tersebut menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari lahirnya Nota

Kesepahaman antar beberapa OPD/Instansi tersebut diantaranya, 1) Nota



Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan peran Para Pihak dalam
mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental/orang
dengan gangguan jiwa, dan 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai upaya
bersama Para Pihak dalam rangka melaksanakan penecegahan dan penanganan
pemasungan bagi penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan lebih terpadu,

terkoordinasi, dan berkesinambungan.

upaya pelaksanaan an gangguan jiwa di
Kabupaten Lima Pulu ilakukan oleh A maka | masing-masing dari
aktor yang terlibat tefsebut megfpt! s dar t gung ljawab sesuai dengan

yang ada pasal 4 Npta Kesepah@an Dinas Sosial melaksanakan

perumusan dan pela

Kriteria, pemberian' a Iuasi, dan pelaporan

dibidang I’ehabl|ltaSI -~ })F‘" Henesegattarn oa gaf jan pemasungan bagi
, (

naan kebijakan #ipg aninorma, standar, prosedur, dan

penyandang dlsabllltas\m "d"" de fﬂwa, 2) Dinas Kesehatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan‘kébij;kan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan Kkriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencegahan dan penanganan
masalah kesehatan pada pemasungan bagi penyandang disabilitas mental/ orang
dengan gangguan jiwa, 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan

pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pencegahan dan penanganan

pemasungan bagi penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa di



Kabupaten Lima Puluh Kota melalui kebijakan daerah, program dan kelembagaan
desa, serta layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 4)
Kepolisian Resor Kabupaten Lima Puluh Kota memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri, termasuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas
mental/orang dengan gangguan jiwa, keluarga dan masyarakat dalam rangka

penyandang disabilitas

pencegahan dan penanganan pemasingan bagi
mental/orang denga l ‘ yelehggara Jaminan Sosial
Kesehatan cabang Ha mbuh me Kan pence n dala peserta, penerimaan
pendaftaran pesertg; dan pgmED anan kesehatan serta
pemberian informadi mengenai Penye am | aminan sosial kepada

|
1
peserta badan pe1|enggaraqn jamig sostal  kesehatan dalam rangka

pencegahan dan \ pemayandang disabiltas
mental/orang dengah* A T ~Sesual "‘({(M‘s‘ berlaku terhadap

DJAJ \
.. - E AN
program jaminan kese! » Fi .“-J' l , n\\( Y

Selain itu, pada kebijakan -bé\nénégulangan pemasungan pada ODGJ ini
juga mengamanatkan elemen mayarakat sebagai pihak yang mendukung dalam
melaksanakan kebijakan. Peran serta masyarakat tertuang dalam setiap kebijakan

penanggulangan pemasungan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.



Sebagaimana hal tersebut pada pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017
menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta melalui :*?
a. Menyebarluaskan pengetahuan kesehatan jiwa
b. Melaporkan kepada petugas kesehatan dan/atau petugas keamanan atau
aparat pemerintahan Nagari
c. Menerima dan memberdayakan kembali penderita pasca pasung

d. Memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota

segera memeriksakan ke fasilitas

keluarga gangguan 'i a_un

pelayana

Pelaksanaan aten Lima Puluh Kota

secara umum dilakuka

b. Penangan:

c. dan Reh D '.

Sebagaimana Y "'4 ||, *-~--\ uu
~2 lu\ n\“

penanggulangan pasung pada orang-“dengan gangguan jiwa adalah dengan

"

pertama dalam upaya

dilakukannya pencegahan. Pencegahan secara umum adalah suatu bentuk usaha
atau tindakan yang dilakukan sedari dini sebelum suatu kejadian sehingga hal
yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dalam artian bahwa ini ditujukan untuk
mencegah terjadinya tindakan pemasungan, sehingga dapat memperluas

kesempatan ODGJ untuk mengakses layanan yang mendorong pemulihan

12 peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 39 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pasung pada
Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota



seoptimal mungkin. Upaya pencegahan pemasungan terhadap orang dengan
gangguan jiwa ini utamanya dilakukan oleh Puskesmas sebagai perpanjangan
tangan dari Dinas Kesehatan. Upaya pencegahan ditujukan untuk meningkatkan
derajat kesehatan orang dengan gangguan jiwa sehingga dapat berfungsi optimal
baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
wawancara berikut :

“Dalam aksi pencegahan pemasungan pada orang dengan
gangguan jiwa, Puskesmas Suliki melakukan beberapa bentuk
kegiatan seperti detek5| dini_terhadap masyarakat yang memiliki
masalah gapgguady Sghatan— jiwa yang
dilakukan se AN R ) ' antinya akan
membantu ba m| untuk melakuka ' pemasungan
terhadap orang dengan gana@oed 4 Wangdara dengan
Bapak Fahmj Ridho sela

1 1] [— .
Berdasarkan| wawanca s Suliki diatas, terlihat

|

bahwa adanya upaya pencegahan ya ke ihak puskesmas dengan

cara melakukan deteksisglinisieshadap g aigvangemeniliki gangguan jiwa

serta dalam bentuk.- SOSI® S Al dengan memberikan
'>,.,_ :;
epada, masyarakatse B0

informasi dan eduka ( apat memahami terkait

(l\

7L
kesehatan jiwa. Kegiatan- uba -W Bidak hanya dilakukan dalam

Nl

bentuk tatap muka langsung dengan masyarakat, namun juga dilakukan melalui
media elektronik. Salah satunya ialah promosi yang dilakukan oleh Dinas Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencegah pemasungan terhadap orang dengan
gangguan jiwa melalui website Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti

gambar berikut :



Gambar 1.1
Himbauan Pencegahan Pemasungan pada Website Resmi Dinas Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan ngan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kg lalui media dan non
media. Hal ini dihare Ujian dalam kebijakan,
sehingga pencegahan anjutnya untuk tahap

pencegahan tidak .E i dan edukasi yang

diberikan, namun ju : i eningkatkan layanan

ditengah-tengah masyarakae” tidak™ ~~.m‘- "tingkat pengetahuan
gah-teng Kat tidok e u\ By tingiat peng
SLLY ' SR ANGY
keluarga ataupun masyarékaty g€ ' ersehatan jiwa, namun juga bisa

disebabkan oleh Kketerbatasan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh
masyarakat dan juga kesulitan ekonomi serta ketiadaan biaya pengobatan yang
dimiliki keluarga. Sehingga hal ini dapat memunculkan alternatif-alternatif
lainnya untuk masyarakat mendapatkan pengobatan misalnya pengobatan
tradisional seperti ke dukun dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan rujukan didukung

dengan penguatan sistem kesehatan dan pembiayaan kesehatan jiwa, salah satunya



ialah terkait penyediaan sistem asuransi kesehatan bagi ODGJ untuk mendukung
akses terhadap layanan kesehatan jiwa seperti wawancara sebagai berikut :

“Dalam pengobatan ODGJ kita memfasilitasi dengan kartu
berobat BPJS, jadi setiap ODGJ sudah terdaftar sebagai peserta
BPJS dan memiliki kartunya. Kita harapkan dapat membantu
pasien dalam rangka pengobatan. Jika terdapat ODGJ yang belum
memiliki kartu dan identitas diri maka pengurusannya akan
dibantu” (Wawancara dengan Ibu Herni Fatri Selaku Pengelola
Program Kesehatan Jiwa Puskesmas Suliki)

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa dengan terjaminnya pasien

ODGJ dalam kepesertaan BPJS Kesehatan diharapakan akan mempermudah

pasien dalam menga S, S'\“\ | 'ui -St rjadinya kesenjangan
layanan kesehatan y iterima ol GJ: h upaya pencegahan,
tahap selanjutnya ya ékan i em kasus pemasungan
pada ODGJ adalah ‘upaya peRa@hga Ha| ini bertujuan untuk
membebaskan orang idengan gar}ggua J ari masu. n dan mendapatkan
pelayanan kesehata u se 1/Berikut dokumentasi
penanganan terhad.; "pun yang dilakukan
pemasungan oleh pih K kgl (ERJASAAN n'\_\_‘i?-fé
a a 5

Pelepasan dan Penanganan ODGJ

Sumber : Dokumentasi Puskesmas Suliki



Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa masih terjadinya pemasungan
terhadap ODGJ oleh keluarga penderita gangguan jiwa serta pasien ODGJ yang
mengamuk. Petugas yang mengetahui info ataupun mendapat pengaduan dari
masyarakat terkait pasien ODGJ yang mengamuk maupun tindakan pemasungan
olen pihak keluarga langsung turun ke lapangan untuk dilakukan tindakan
penanganan dengan cara pemberian obat atau bahkan dilakukan rujukan ke RSJ
jika kondisi pasien tergolong parah. Untuk lebih jelasnya perhatikan skema

sebagai berikut :

(NIVERSITAS ANDAL 13

Identifikasi

e Assesmen Pelepasan

. Sosiali§asi dan e Koordinasi ODGJ/PDM dari e Layanan
edukasi pada | « Advokasi _pemasungan, Kesehatan
keluarga e Sosialisasi dan = dllakukz:in mbersama e Layanan

rehabilitasi sosial
e Pendampinganke
luarga

edukasi pada
lingkungan sekitar

< A 7AN YLD

Sumber: Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan dan
Pencegahan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bagaimana alur/skema penjangkauan
pemasungan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018
tersebut, yang mana dimulai dari identifikasi pemasungan hingga rujukan dan
pendampingan. Hal ini hampir sama dengan yang dijelaskan pada Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 sebelumnya, yang mana dalam rangka

pelaksanaan penanggulangan pemasungan dilakukan melalui tiga tahapan yakni



pencegahan pemasungan, penanganan pemasungan, dan rehabilitasi. Untuk di
Kabupaten Lima Puluh Kota, apabila pasien pemasungan telah selesai dirawat dan
dilakukan pengobatan di RSJ HB Saanin, selanjutnya pasien akan dipulangkan
kembali. Namun, pada kenyataannya tidak semua ODGJ yang telah mendapat
perawatan dan dinyatakan sembuh dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini
dikarenakan masih ada pemikiran atau stigma dari keluarga maupun masyarakat
yang menganggap pasien yang sudah diobati masih gila dan membahayakan.
Bahkan mirisnya lagi adanya kejadian_pemasungan kembali yang dilakukan oleh

pihak keluarga. — I 3 53 dksi Pencegahan dan

Pengendalian Penya dan Napza Dinas

Tidak ot
r A ﬁ‘ . )

ima P R - ‘WI Pada wawancara berikut :
4 |
“Beberapa kgasus pasien Y@ng s ’ Sembuh, dipasung
kembali olefkeluarganya. HAMQINEISEREBKan oleh pola pikir
keluarga atalpun dari masyaraka ] asin men-cap pasien
masih gila” i bersg elaku Kepala

Kesehatan Kabupate

Seksi Pencegd 0 Pengendalé /2 Menular,
Keshatan Jia™\da Di gdbdpaten Lima
Puluh Kota) (>~ N e "'(r Z~)

" 7 2

Y, _g’,erjadinya pemasungan
kembali oleh pihak keluarga mérﬁbﬁ an"'da'm;/)ak da—ri rendahnya pengetahuan
keluarga terkait masalah kesehatan jiwa sehingga tindakan pemasungan seolah-
olah dianggap hal yang paling benar. Hal ini tentu menjadi suatu kendala bagi
implementor dalam melaksanakan kebijakan ini. Padahal keluarga merupakan
salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam kesembuhan ODGJ. Dengan

demikian tingkat pengetahuan dan pemahaman keluarga terhadap ODGJ dan juga

faktor lingkungan dari masyarakat juga sangat mempengaruhi tujuan yang ingin



dicapai melalui kebijakan penanggulangan pemasungan di Kabupaten Lima Puluh
Kota. Dimana berdasarkan wawancara diatas juga menggambarkan bahwa
masyarakat belum sepenuhnya mendukung kebijakan penanggulangan
pemasungan ini. Bahkan dalam penelitian Mulia Astuti menjelaskan bahwa
sebagian masyarakat setuju ODGJ dipasung dengan alasan jika dipasung keluarga
dan masyarakat akan aman atau tidak menggangu ketertiban umum®. Hal ini
semakin menunjukan bahwa kepedulian dan pengetahuan masyarakat terkait

kesehatan jiwa masih rendah

Terakhir tahdpa 5 o8 3 chal 3l | terhadap penderita
gangguan jiwa yarjgh'e asung. Ha fian untukl mencegah terjadinya

kembali praktik Jpemasung 1 difokuskan untuk

»

merehabilitasi fungs i fisik, pshlatrik al ODGJ penyintas
* _
pasung. Serta juga $ebagai proses pemie, an 'ODGJ dalam proses reintegrasi

ke masyarakat dan ic a0 Kualitas ’P’—___/:,; rehabilitasi terhadap
ROUPgIE & Pufa Ko i

ODGJ, Dinas Sos@l-' eI{asama dengan Balai

Bengkulu untuk membantu pros;e; '_r\e'habilitasi terhadap pasien gangguan jiwa.
Serta BRSPDM “Dharma Guna” Bengkulu juga memberikan bantuan seperti
memberikan ternak kambing, ayam, dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan dalam
rangka memberikan kegiatan kepada ODGJ sehingga juga diharapkan dapat

meningkatkan kualitas hidupnya kembali.

Bastuti, loc.cit.



Disamping itu juga, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga
mengembangkan layanan rawat harian rumah atau biasa disebut day care.
Layanan rawat harian (day care) merupakan sebuah bentuk upaya peningkatan
mutu layanan berorientasi komunitas. Dengan kata lain layanan rawat harian (day
care) merupakan salah satu layanan sosial berbasis masyarakat. Layanan ini
dilakukan untuk menyiapkan kemandirian dan produktifitas ODGJ dalam hidup
bermasyarakat. Hal ini terwujud dengan adanya Unit Informasi dan Layanan

Sosial (UILS) Rumah Idaman di Dinas Sosial dengan integrasi Dinas

Kesehatan melalui RUs ‘_ meta STTberdayy epada ODGJ yang telah
kondusif keadaannya i kegiatan kesenian,
bercocok tanam, bela imbingan konseling

kepada keluarga dan ODGJ it s a dapat dilihat pada

jos

/el Gk 8 3 A 2
Sumber : Dokumentasi Puskesmas Suliki

Pada Gambar 1.4 diatas terlihat beberapa kegiatan yang dilakukan di UILS
Rumah Idaman dalam menberdayakan ODGJ tersebut. Dengan adanya
pemberdayaan yang dilakukan di UILS Rumah Idaman Suliki di Kabupaten Lima

Puluh Kota sangat membantu pasien gangguan jiwa dalam rangka peningkatan



kualitas hidup mereka kembali. Sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat
dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya kembali ditengah-tengah
masyarakat. UILS Rumah Idaman Suliki ini merupakan UILS satu-satunya yang
berada di Pulau Sumatera. Meskipun demikian juga terdapat kendala dalam
pelaksanaannya sesuai dengan yang disampaikan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

“Untuk sekarang terkait pendanaan kami tekendala di UILS

karena pada pada tahun 2020 ini tidak didanai lagi oleh pusat.

Dua tahun sebelumnya karena masih dalam tahap uji coba

makanya didanai{y sekarang

pendanaannydi tidal uk Novrita

Asrilita seldK ela Seksi _Rehabilitasi Sos Penyandang
Disabilitas Difas Sosial Kab

Berdasarkan| ‘'wawanca d ] dalam pelaksanaan

'

penanggulangan pemasungan K3 Kota yaitu berupa

kurangnya alokasi

sumberdaya finafis (ekifangan “sumberdaya finansial

menjadi salah satu i orhadap berhasil atau

sumberdaya finansial tentu juga akan m mp’é’ri'ga/ruhi faktor-faktor lainnya.

Selain beberapa hal yang telah dijelaskan diatas, dalam Peraturan Bupati
Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pasung pada
Orang Dengan Gangguan Jiwa pada Bab VI mengamanatkan pembentukan Tim
Pelaksana Kesehatan Jiwa Mayarakat (TPKJM). Namun temuan awal peneliti di
lapangan untuk saat ini belum memiliki TPKIJM di Kabupaten Lima Puluh Kota

yang tergambar melalui wawancara berikut :



“Kemaren ada kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa dan
pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
(TPKJIM) kepada OPD lainnya, namun hingga saat ini belum ada
Surat Keputusan Tim secara resmi yang dikeluarkan oleh Bupati,
kami juga menunggu-nunggu itu” (Wawancara dengan lbuk
Afriyanti selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular, Keshatan Jiwa dan Napza Dinas
Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti berasumsi bahwa dengan
keterlambatan dibentuknya TPKJM dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan
pasung di Kabupaten Lima puluh Kota akan mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebij a~Keberhasilan implementasi

dipengaruhi oleh kqrilitmen para pelaksanya dalam melak8anakan tugasnya. Hal
-
ini terlihat pada kes€riusan da ihan da: nerapkan isi kebijakan

dalam rangka penca

paian tujua

Dengan berpagai fenomena-f mena peneliti kemukakan

diatas, peneliti berdstumsimbalm@ komi plementeseserta faktor ekonomi,

sosial, dan teknol i damp A rhadap pelaksanaan
\ ‘—M{,

:>"’ = ),
kebijakan penanggulangah/pasung en Lima Puluh Kota.

2N ; o
Hal ini dikarenakan jlkél-ék' 5‘%asyarakat dan komitmen

implementor tidak mendukung maka akan menjadi salah satu faktor ketidak
berhasilan dari implementasi kebijakan penanggulangan pasung pada ODGJ di
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Melihat beberapa fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan
penanggulangan pasung pada ODGJ di Kabupaten Lima Puluh Kota masih
terdapat beberapa kendala, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana

implementasi kebijakan penanggulangan pasung pada orang dengan gangguan



jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota. Mengingat implementasi kebijakan
merupakan faktor yang krusial dalam kebijakan publik, jika suatu kebijakan tidak
diimplementasikan dengan baik maka akan sia-sia tahapan sebelum kebijakan
tersebut diimplementasikan seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan
adopsi kebijakan.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang diatas, maka rumusan

penelitian dalam penelitian ini bagaimana implementasi kebijakan

penanggulangan pa | di Kabupaten Lima
Puluh Kota?
1.3 Tujuan Penelit

Bedasarkan a ih diatas maka tujuan dari

penelitian ini adalah

kebijakan penanggt _\
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1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini  memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu Administrasi Publik khusunya pada kajian kebijakan publik.
Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan
pengetahuan tambahan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya. Selain itu
penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lainnya,

khususnya terkait permasalahan yang sama dengan penelitian ini.



1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan
pikiran bagi instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian Resor Lima Puluh Kota, BPJS
Kesehatan serta stakeholder lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
mengembangkan kebijakan penanggulangan pasung di Kabupaten Lima Puluh
Kota.




